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Abstract

The purpose of this paper is to analyze about the risks of branchless banking implementation in Indo-

nesia, particularly its legal risk towards the bank and the risk management as its preventions. This legal 

research is prescriptive and based on norms, and the results showed that the branchless banking imple-

manage the risks that could be happened between bank, agent and the customers. Branchless banking 

increasing, the risks of its implementation is increasing as well, and this is why the risk management is 

needed to prevent the bank from any potential disadvantages and also as a protection for the branch-

less banking customers. To follow the economic growth, the risk management is needed to be optimized 

so that all the parties in branchless banking implementation will get their rights and protections.
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Abstrak

Tujuan dari penulisan artikel ini adalah untuk menganalisa mengenai risiko-risiko pada pelaksanaan 

branchless banking di Indonesia, terutama risiko hukum terhadap bank penyelenggara dan manajemen 

risiko sebagai upaya prevensi terhadap risiko-risiko tersebut. Penelitian hukum ini bersifat preskriptif 

dan normatif, dan hasil penelitian menunjukan bahwa pada pelaksanaan branchless banking, sama 

seperti halnya dengan layanan keuangan lainnya, bank penyelenggara juga menggunakan manaje-

men risiko untuk menangani risiko permasalahan antara bank, agen dan nasabah. Branchless banking 

adalah sebuah metode baru di dalam industri keuangan Indonesia, dan metode tersebut menggunakan 

agen sebagai pihak ketiga untuk memberikan layanan yang lebih baik dan lebih mudah kepada nasa-

bah. Saat keuntungan penggunaan agen meningkat, risiko dari pelaksanaan branchless banking pun 

meningkat, dan karena hal tersebut maka manajemen risiko dibutuhkan untuk mencegah kerugian pada 

bank dan juga sebagai upaya perlindungan bagi nasabah. Mengikuti perkembangan ekonomi, maka 

manajemen risiko perlu dioptimalkan, sehingga seluruh pihak yang terlibat dalam kegiatan branchless 

banking akan mendapatkan hak serta perlindungan.

Kata Kunci : Branchless Banking, Manajemen Risiko, Risiko Hukum.

A. Pendahuluan

Perkembangan teknologi informasi menye-

babkan pesatnya perkembangan jenis usaha 

dan kompleksitas produk dan jasa bank, sehing-

ga risiko-risiko yang muncul menjadi lebih be-

sar dan variatif (Sendidevi, 2015 : 544), sistem 

keuangan di dunia telah melakukan perubahan 

dari sistem yang sederhana hingga sistem yang 

kompleks demi mengikuti dinamika masyara-

kat tersebut. Perubahan sistem keuangan yang 

mengikuti masyarakat dunia dilakukan dengan 

tujuan memperbaiki kinerja sektor perekono-

mian di dunia dengan demikian pertumbuhan 

ekonomi senantiasa akan terus terdorong untuk 

terus berkembang dan meningkatkan taraf hidup 

rakyat banyak dengan terciptanya stabilitas na-

sional. 
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Pemerintah Indonesia pada tahun 2012 

Keuangan Inklusif, dimana salah satu tujuan 

utamanya adalah upaya agar seluruh masyara-

kat Indonesia termasuk masyarakat yang ting-

gal di lokasi yang jauh dari kantor bank dapat 

melakukan kegiatan perbankan dan keuangan 

lainnya. Upaya tersebut telah dilakukan oleh be-

berapa negara di dunia dengan sebutan branch-

less banking, Indonesia dalam pelaksanaan 

branchless banking tersebut menggunakan isti-

lah Laku Pandai, yaitu layanan keuangan tanpa 

kantor dalam rangka keuangan inklusif. Layan-

an keuangan ini resmi dikeluarkan oleh Otoritas 

Jasa Keuangan pada tanggal 6 Pebruari 2015. 

Teknologi telah membawa perubahan-peruba-

han yang belum pernah terjadi sebelumnya 

terutama di bidang ekonomi, dengan teknologi 

modern tersebut maka lingkungan di sektor per-

bankan pun telah berubah menjadi lebih kom-

petitif terutama dengan hadirnya branchless 

banking dalam kegiatan perbankan (Chaudry, 

Parvelz dan Javed, 2016: 2).

Penggunaan agen sebagai pihak perantara 

antara bank dan nasabah dalam memberikan 

pelayanan keuangan dapat menimbulkan risiko 

yang lebih besar baik untuk pihak bank maupun 

nasabah. Dilihat dari model pelaksanaannya 

yang menggunakan agen dalam melayani nasa-

bah di wilayah yang sulit untuk dijangkau kantor 

bank, maka dapat dipastikan tingkat keamanan 

pelayanan bank dan keamanan aset nasabah 

dipertaruhkan dalam metode pelaksanaan lay-

anan keuangan baru ini karena bank tidak dapat 

secara langsung melakukan pengawasan ter-

hadap kinerja agen dalam melakukan layanan 

keuangan, maka dari itu manajemen risiko yang 

harus dilakukan dirasa perlu untuk ditingkatkan 

demi reputasi bank dalam mempertahankan ke-

percayaan nasabah dalam hal pemberian lay-

anan keuangan serta melindungi hak nasabah 

yang telah mempercayai bank untuk menitipkan 

asetnya dalam hal ini uang di dalam rekening 

tabungan pada bank melalui agen, karena pros-

es berjalannya bisnis perbankan dibutuhkan pi-

hak-pihak yang memiliki ketertarikan satu sama 

lain, diantaranya adalah masyarakat (nasabah), 

nasabah memiliki peran penting dalam dunia 

perbankan karena merupakan salah satu sum-

ber dana utama (Pricylia Korah, 2013: 5).

Berdasarkan  hal-hal  yang  telah  diuraikan  

di  atas,  penulis  ingin membahas  lebih  dalam  

lagi  mengenai optimalisasi manajemen risiko 

sebagai upaya preventif risiko hukum pada bank 

penyelenggara branchless banking di Indonesia.

B. Metode Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam pene-

litian ini adalah penelitian hukum doktrinal atau 

normatif, penelitian ini dilakukan dengan cara 

meneliti bahan pustaka yang ada dengan men-

dasarkan hukum sebagai norma (Peter Mahmud 

Marzuki, 2014: 55). Penelitian ini dilakukan den-

gan cara meneliti bahan-bahan pustaka atau 

data sekunder yang terdiri dari bahan hukum 

primer dan bahan hukum sekunder, bahan-ba-

han tersebut akan disusun secara sistematis, 

dikaji kemudian dibandingkan untuk menarik 

kesimpulan sehubungan dengan masalah yang 

diteliti.

Penelitian ini merupakan penelitian yang 

bersifat preskriptif, yaitu penelitian yang dimak-

sudkan untuk memberikan argumentasi atas ha-

sil penelitian yang telah dilakukan berdasar pada 

makna hukum dalam hidup bermasyarakat pada 

umumnya dan hukum perdata pada khususnya 

dikaitkan dengan fakta-fakta atau gejala sosial di 

masyarakat (Peter Mahmud Marzuki, 2014: 67). 

Penelitian hukum ini menggunakan pendekatan 

perundang-undangan yaitu dengan menelaah 

semua undang-undang dan regulasi yang ber-

sangkut paut dengan isu hukum yang sedang 

ditangani (Peter Mahmud Marzuki, 2014: 133).

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Penelitian ini akan membahas mengenai 

risiko hukum yang berpeluang terjadi pada bank 

penyelenggara  branchless banking di Indone-

sia, risiko hukum pada pelaksanaan branchless 

banking di Indonesia muncul sebagai sub kat-

hukum pada branchless banking ini diantaran-

-

nansial (https://openknowledge.worldbank.org/

bitstream/handle/10986/2442/542520)PUBO-

 diakses pada 

21 Juni 2016 pukul 16.38 WIB). Risiko hukum 

berpeluang terjadi baik pada bank maupun na-

sabah pengguna layanan keuangan branchless 

banking.

Risiko merupakan hal yang dapat terjadi 

di setiap pelaksanaan suatu kegiatan, terlebih 

pada kegiatan yang sebelumnya belum pernah 
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11/25/PBI/2009 tentang Perubahan Atas Per-

-

tang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank 

Umum, menjelaskan bahwa risiko adalah poten-

si terjadinya suatu peristiwa (events) yang dapat 

menimbulkan kerugian bank. Pengertian lain 

mengenai risiko adalah peluang kemungkinan 

terjadinya bencana atau kerugian, oleh karena 

sebagai peluang dari kemungkinan terjadinya 

situasi yang memburuk (bad outcome) (Ferry 

Idroes dan Sigiarto, 2006: 6).

Setiap kegiatan yang dilakukan oleh bank, 

baik kegiatan yang dilakukan secara konven-

sional maupun dengan metode baru dengan 

memanfaatkan agen perantara seperti halnya 

dalam pelaksanaan branchless banking memiliki 

kendala atau risiko yang akan mempengaruhi ci-

tra dan performa dari bank tersebut. Risiko-risiko 

tersebut diantaranya adalah sebagai berikut. 

1. Credit risk, risiko ini merupakan risiko yang 

sangat mendasar dari semua jasa dan 

produk yang ditawarkan oleh suatu bank, 

karena risiko ini merupakan erosi nilai yang 

disebabkan oleh terjadinya wanprestasi atau 

nonpayment dari debitur.

2. Strategic risk, yaitu risiko yang meliputi selu-

ruh bidang usaha berupa kemungkinan kalah 

bersaing atau sudah ketinggalan dalam ber-

saing atau dapat terjadi ketika sebuah bank 

tidak siap atau tidak sanggup bersaing.

3. Regulatory risk, risiko ini terkait dengan ber-

bagai peraturan atau perundang-undangan 

yang menjadi rambu-rambu kegiatan per-

bankan, hal tersebut dikarenakan pelaksa-

naan kegiatan yang dilakukan oleh suatu 

bank merupakan bisnis yang dibatasi oleh 

banyak regulasi dibandingkan dengan usaha 

jasa keuangan lainnya.

4. Operating risk, risiko ini berkaitan dengan 

sistem dan prosedur, yang kurang layak atau 

tepat dan berpeluang menyebabkan keru-

gian atau menurunkan nilai pelayanan yang 

diberikan kepada nasabah.

5. Commodity risk, yaitu risiko yang berkaitan 

dengan harga-harga komoditas yang mem-

punyai pengaruh besar terhadap kegiatan 

perbankan dan kegiatan lembaga keuangan 

lainnya, risiko ini sulit untuk dideteksi dan ti-

dak terduga.

6. Human resources risk, yaitu risiko yang 

berkaitan dengan faktor kelemahan atau kes-

alahan yang ditimbulkan akibat dari tindakan 

manusia. Risiko ini sulit untuk diukur karena 

risiko ini atas nilai-nilai kemanusiaan yang 

tidak bersifat nyata. Risiko ini dapat diatasi 

dengan recruitment terpilih, pelatihan profe-

sional, penanaman motivasi dan pembinaan 

daya tahan. 

7. Legal risk, yaitu risiko yang timbul dari sistem 

hukum yang dapat menghapuskan atau 

mengurangi nilai para pemegang saham, 

karena adanya tuntutan hukum kepada bank 

oleh nasabah. Bila bank tidak memenuhi 

janji atau wanprestasi, nasabah yang mera-

sa dirugikan oleh kebijaksanaan bank dapat 

menuntut secara hukum. Pada tahap perta-

ma,  legal risk sulit untuk dilihat dan hampir 

tidak mungkin diperhitungkan (Mohammad 

Tjoekam, 1999 : 59).

Sementara itu jenis-jenis risiko yang diatur di 

PBI/2009 tentang Perubahan Atas Peraturan 

Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Umum 

adalah sebagai berikut.

1. Risiko Kredit

Risiko yang timbul akibat dari kegagalan 

debitur dan/atau pihak lain dalam memenuhi 

kewajiban kepada Bank.

2. Risiko Pasar

Risiko pada posisi neraca dan rekening 

administratif termasuk transaksi derivatif, 

akibat perubahan secara keseluruhan dari 

kondisi pasar, termasuk risiko perubahan 

harga option.

3. Risiko Likuiditas

Risiko ini timbul akibat dari ketidakmam-

puan bank untuk memenuhi kewajiban yang 

jatuh tempo dari sumber pendanaan arus 

kas dan/atau dari aset likuiditas berkualitas 

tinggi yang dapat diagunkan, tanpa meng-

ganggu aktivitas dan kondisi keuangan bank.

4. Risiko Operasional

Risiko akibat ketidakcukupan dan/atau ti-

dak berfungsinya proses internal, kesalahan 

manusia, kegagalan sistem, dan/atau ad-

anya kejadian-kejadian eksternal yang mem-

pengaruhi operasional bank.
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5. Risiko Kepatuhan

Risiko ini timbul akibat bank tidak 

memenuhi dan/atau tidak melaksanakan 

peraturan perundang-undangan dan keten-

tuan yang berlaku.

6. Risiko Hukum

Risiko hukum timbul akibat dari adanya 

tuntutan hukum dan/atau kelemahan aspek 

yuridis.

Risiko-risiko yang telah dijelaskan tersebut 

merupakan jenis risiko yang berpeluang terjadi 

pada bank sebagai pihak penyelenggara layan-

an branchless banking, namun pada penelitian 

ini akan fokus pada risiko hukum yang berpelu-

ang terjadi pada bank penyelenggara tersebut. 

Pengertian dari risiko hukum adalah risiko yang 

timbul dari sistem hukum yang dapat mengha-

puskan atau mengurangi nilai para pemegang 

saham, karena adanya tuntutan hukum kepada 

bank oleh nasabah. Bila bank tidak memenuhi 

janji atau wanprestasi, nasabah yang mera-

sa dirugikan oleh kebijaksanaan bank dapat 

menuntut secara hukum. Pada tahap pertama, 

legal risk sulit untuk dilihat dan hampir tidak 

mungkin diperhitungkan (Mohammad Tjoekam, 

1999 : 59).

Seperti yang telah dikemukakan oleh Mo-

hammad Tjoekam di bukunya bahwa risiko hu-

kum sulit untuk dilihat maka risiko hukum dapat 

diukur dan bahkan dapat dipersiapkan ben-

tuk pengendaliannya sejak tahap awal pros-

es kegiatan perbankan dilakukan; dan

2. Risiko hukum yang tidak bisa diperkirakan 

sebelumnya, bahkan sejak awal risiko terse-

but tidak dianggap sebagai suatu bentuk 

risiko hukum yang harus diwaspadai, sehing-

ga di kemudian hari dapat menimbulkan efek 

kerugian (potential loss) yang cukup besar, 

baik secara materiil maupun yang berkaitan 

67).

Dilihat dari pelaksanaan branchless bank-

ing, risiko hukum yang dapat terjadi pada bank 

penyelenggara cukup besar, hal tersebut dikare-

nakan risiko operasional yang disebabkan oleh 

faktor eksternal yaitu penggunaan agen sebagai 

pihak perantara antara bank dan nasabah dan 

faktor internal yaitu kesalahan operasional yang 

dilakukan oleh bank penyelenggara itu sendiri. 

Risiko hukum dapat terjadi ketika pihak agen 

tidak melaksanakan kewajibannya dalam mem-

berikan pelayanan sebagaimana yang telah di-

telah dijelaskan tersebut dapat terjadi juga aki-

bat dari faktor internal yang berasal dari pihak 

bank itu sendiri.

  Faktor eksternal yang dimaksudkan salah 

satunya adalah nasabah dapat menuntut bank 

akibat dari pelanggaran yang dilakukan oleh 

agen perantara yang melakukan tindak pidana 

seperti pencurian atau penipuan yang dilaku-

kan terhadap nasabah atau pelanggaran atas 

kerahasiaan bank karena menyalahgunakan 

data rahasia milik nasabah, menghilangkan 

aset dan catatan transaksi nasabah, kesalahan 

agen perantara menyampaikan keluhan nasa-

bah kepada bank, nasabah diminta oleh agen 

untuk membayar biaya yang sebenarnya tidak 

ada, kesalahan pencatatan data yang dilakukan 

oleh agen dan merugikan nasabah, adanya ke-

salahan agen perantara dalam menyampaikan 

keluhan nasabah kepada bank penyelenggara, 

dan manajemen keuangan yang buruk sehingga 

menyebabkan nasabah tidak dapat melakukan 

transaksi penarikan tunai karena agen perantara 

tidak memiliki uang tunai  yang cukup (https://

Bank-Agents-Risk-Management-Mitigation-and-

Supervision-Dec-2011.pdf diakses pada 8 Janu-

ari 2016 pukul 10.06 WIB). Agen perantara juga 

dapat menuntut bank karena adanya pelangga-

ran kontrak antara pihak bank dan agen peran-

tara atau untuk tuntutan yang ruang lingkupnya 

lebih luas.

Sementara itu faktor internal yang menye-

babkan munculnya risiko hukum pada bank pe-

nyelenggara branchless banking di Indonesia 

dapat terjadi karena kesalahan yang dilakukan 

oleh pihak bank penyelenggara itu sendiri. Ke-

salahan yang dapat terjadi diantaranya adalah 

kerusakan atau gangguan software maupun 

hardware yang dapat menyebabkan hilangnya 

data informasi nasabah maupun gangguan 

pelayanan kepada nasabah, risiko ini pada 

dasarnya juga dapat dikategorikan sebagai 

risiko teknologi karena kesalahan operasional 

yang juga dapat menyebabkan munculnya risiko 

hukum (

Mitigation-and-Supervision-Dec-2011.pdf diak-

ses pada 8 Januari 2016 pukul 10.06 WIB).
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Risiko operasional sebagai salah satu risiko 

utama penyebab risiko hukum dalam pelaksa-

naan branchless banking yang memiliki peluang 

terbesar memang dapat dikatakan berasal pihak 

agen perantara, karena jika pihak agen peran-

tara melakukan kesalahan atau tidak melakukan 

tugasnya sesuai kewajiban yang dimilikinya, 

maka peluang untuk nasabah mengajukan pen-

gaduan karena permasalahan operasional yang 

menyebabkan kerugian pada nasabah akan se-

makin besar dan berdampak pada reputasi bank 

penyelenggara branchless banking serta hilang-

nya kepercayaan konsumen baik calon nasabah 

maupun nasabah terhadap kinerja dari bank pe-

nyelenggara tersebut.

Menurut ketentuan Pasal 3 ayat (3) Per-

POJK.03/2014 tentang Layanan Keuangan 

Tanpa Kantor Dalam Rangka Keuangan Inklusif 

bahwa “Bank sebagaimana dimaksud pada ayat 

(2) yang telah disetujui untuk menjadi penye-

lenggara Laku Pandai wajib menerapkan mana-

jemen risiko dan prinsip kehati-hatian dalam 

menyelenggarakan Laku Pandai”, dan pada ke-

tentuan Pasal 42 ayat (2) peraturan yang sama 

juga dijelaskan bahwa “Bank penyelenggara 

Laku Pandai yang melanggar ketentuan dalam 

Pasal 3 ayat (3) dikenakan sanksi administra-

tif dengan mengacu pada ketentuan mengenai 

manajemen risiko”. 

Melihat ketentuan pada Peraturan Otoritas 

-

tang Layanan Keuangan Tanpa Kantor Dalam 

Rangka Keuangan Inklusif tersebut, maka 

perlu diketahui apa itu manajemen risiko dan 

bagaimana prosedur yang digunakan sebagai 

upaya pencegahan risiko dalam branchless 

banking Laku Pandai. Menurut ketentuan Pas-

11/25/PBI/2009 tentang Perubahan Atas Per-

tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi 

Bank Umum, yaitu serangkaian metodologi dan 

-

kasi, mengukur, memantau, dan mengendalikan 

risiko yang timbul dari seluruh kegiatan usaha 

bank. Manajemen risiko yang memiliki beberapa 

fungsi penting di dalam pelaksanaan kegiatan 

perbankan, yang diantaranya adalah sebagai 

berikut.

1. Menemukan risiko potensial

Penjelasan mengenai fungsi penting dari 

manajemen risiko dalam menemukan po-

tensial risiko kerugian artinya berupaya un-

risiko murni yang dihadapi oleh perusahaan. 

Proses ini juga harus mengupayakan untuk 

yang dalam kendali organisai maupun diluar 

organisasi. Proses ini dimulai dengan men-

dan intensif mengenai risiko apa saja yang 

dapat terjadi, dimana dan bilamana. Selan-

jutnya mengevaluasi kerugian potensial arti-

nya melakukan evaluasi dan penilaian terha-

dap semua kerugian potensial yang dihadapi 

oleh perusahaan.

2. Melakukan evaluasi risiko potensial

Mengenai proses evaluasi risiko, dalam 

proses ini akan menentukan risiko-risiko 

mana yang memerlukan perlakuan dan 

bagaimana prioritas perlakuan atas risiko-

risiko tersebut. Hasil evaluasi risiko akan 

menjadi masukan bagi proses perlakuan 

risiko. Kemudian setelah menemukan po-

tensi risiko dan mengevaluasinya maka se-

lanjutnya adalah memilih teknik/ cara yang 

tepat atau menentukan suatu kombinasi 

dari teknik-teknik yang tepat guna menang-

gulangi kerugian. Maka tugas dari manajer 

risiko memiliki peranan dalam hal ini yaitu 

memilih salah satu cara yang paling tepat un-

tuk menanggulangi suatu risiko atau memilih 

suatu kombinasi dari cara-cara yang paling 

tepat untuk menanggulangi risiko tersebut, 

apakah menghindari kemungkinan terjadinya 

kerugian, mengurangi kesempatan terjadin-

ya kerugian, memindahkan kerugian poten-

sial pada pihak lain (mengasuransikan) atau 

akan menerima dan memikul kerugian yang 

timbul.

3. Memilih teknik atau cara yang tepat atau me-

nentukan kombinasi dari teknik-teknik yang 

tepat guna untuk menanggulangi kerugian 

Risiko yang berpeluang muncul pada se-

tiap kegiatan yang dilakukan pada dasarnya ti-

dak cukup dengan hanya dihindari, namun juga 

harus ada upaya yang dilakukan untuk dapat 

memperkecil peluang terjadinya suatu kerugian, 

maka demikian risiko harus dikelola dengan baik 
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yaitu dengan beberapa langkah-langkah seb-

agai berikut.

awal untuk memahami karakter risiko yang 

dikandung dalam bisnis perbankan, proses 

catatan-catatan kerugian yang pernah dial-

ami dari temuan-temuan satuan kerja audit 

internal.

2. Pengukuran Risiko

Pengukuran risiko adalah aktivitas 

yang sulit untuk dilakukan karena kegiatan 

perbankan akan terus berkembang dan 

pengembangan manajemen risiko harus ter-

us ikut berkembang demi penanggulangan 

risiko dalam kegiatan perbankan.

3. Pengelolaan Risiko

Pengelolaan risiko pada dasarnya adalah 

merupakan tindak lanjut yang perlu diambil 

untuk meminimalisir potensi kerugian yang 

mungkin terjadi dan sesuai dengan strategik 

manajemen risiko bank, pengendalian terse-

but dapat dilakukaan dengan cara peng-

hindaran, pengalihan, pengelolaan dan pen-

gabsorban  (Rudjito, 2004: 18).

Penjelasan mengenai prosedur penerapan 

manajemen risiko memang telah diatur secara 

matang, namun dalam pelaksanaan branch-

less banking -

lakukan dalam rangka menganalisa sumber 

dan kompleksitas kegiatan usaha dirasa akan 

sulit untuk dilakukan, karena branchless bank-

ing dilaksanakan jauh dari kegiatan pusat bank 

yang berakibat pada proses pengukuran risiko 

yang menganalisis arah risiko dari pihak yang 

melakukan transaksi juga akan sulit dilakukan. 

Efektivitas penerapan manajemen risiko akan 

berjalan dengan baik jika pengendalian risiko di-

dasarkan pada pertimbangan hasil pengukuran 

dan pemantauan risiko. Pemantauan risiko juga 

akan sulit dilakukan mengingat pelaksanaan 

branchless banking mengandalkan jaringan ko-

munikasi via alat elektronik tertentu dan jaringan 

sinyal untuk dapat terhubung antar bank dan 

agen.

D. Simpulan

-

mor 11/25/PBI/2009 tentang Perubahan Atas 

tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi 

Bank Umum, bank wajib menerapkan manaje-

men risiko secara efektif karena upaya pen-

ingkatan kualitas penerapan manajemen risiko 

tidak hanya ditujukan bagi kepentingan bank 

tetapi juga bagi kepentingan nasabah. Melalui 

peningkatan kualitas penerapan manajemen 

risiko, bank dalam hal ini bank penyelenggara 

branchless banking diharapkan dapat mengukur 

dan mengendalikan risiko yang dihadapi dalam 

melakukan kegiatan usahanya dengan lebih 

branchless bank-

ing yang dilakukan di wilayah yang sulit untuk 

dijangkau akan menimbulkan kesulitan baru 

dalam hal pemantauan untuk mengukur dan 

mengendalikan risiko karena hal tersebut, maka 

dari itu diperlukan pengoptimalan penerapan 

sistem manajemen risiko untuk pelaksanaan 

branchless banking karena layanan keuangan 

ini menggunakan metode baru sehingga juga 

diperlukan pembaruan metode untuk dapat me-

mantau risiko dalam pelaksanaannya. 

E. Saran

Peraturan mengenai manajemen risiko me-

mang telah diatur dalam Peraturan Bank Indo-

-

PBI/2003 tentang Penerapan Manajemen Risiko 

Bagi Bank Umum, dan jika untuk meningkatkan 

kualitas serta mengoptimalkan pelaksanaan 

manajemen risiko karena perkembangan eko-

nomi terutama pada sektor jasa keuangan diper-

lukan pembaharuan peraturan, maka Otoritas 

Jasa Keuangan sebagai lembaga yang mencip-

takan program branchless banking perlu mem-

perhatikan antara peraturan yang lama dengan 

yang baru antara peraturan yang dibentuk oleh 

Bank Indonesia sebagai lembaga keuangan 

yang sebelumnya memegang wewenang ter-

tinggi di sektor jasa keuangan dengan peraturan 

baru yang akan dibentuk oleh Otoritas Jasa 

Keuangan agar tidak terjadi permasalahan baru 

dalam operasionalnya.
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